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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses interaksi dalam hubungan bermasyarakat, seringkali terjadi benturan - 

benturan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat maupun 

individu dengan Negara, sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan yang 

selalu ada dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak timbul kekacauan 

didalam masyarakat terutama yang menyangkut hubungan-hubungan itu maka 

diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota

masyarakat.

Hukum sebagai suatu sistem tidaklah berdiri sendiri. Sebagai bagian dari hasil 
sebuah kontrak sosial, hukum terbentuk karena adanya relasi-relasi yang 
melibatkan komponen-komponen dalam masyarakat, relasi antara Negara dan 
masyarakat, individu dengan kelompok, atau sesama kelompok dalam 
masyarakat pada akhirnya menentukan bagaimana wujud hukum yang 
sebenarnya. 1

Pada dasarnya keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat sangat penting 

dalam menciptakan masyarakat yang damai, tentram, adil dan sejahtera. Hukum

sebagai sarana “social engineering”, hukum merupakan suatu sarana untuk

------------------------------------------
Wildan Suyuthi, “ Wibawa Hukum sedang diujf\Newsletter KHN, Vol.5 UcC3^epternbcr-OktobeP T\ 
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mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya.2

Dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan”, Subekti. 

mengatakan bahwa hukum ini mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya 

ialah : mendatangkan kemakmuran dan kebahagian pada rakyatnya.3

Tujuan hukum menurut Subekti sebagaimana yang dikutip diatas adalah untuk 

mendatangkan kemakmuran dan kebahagian pada rakyatnya. Berkaitan dengan 

korupsi, korupsi itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang merugikan keuangan 

Negara yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Dana-dana yang 

seharusnya diperuntukan atau dialokasikan untuk kepentingan rakyat dikorupsi oleh

para koruptor yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi maupun

kelompok, jumlahnya pun mencapai angka yang fantastis yaitu miliyaran bahkan

triliunan rupiah.

Korupsi di Indonesia sudah dikenal sejak zaman VOC. Pemberantasan 

korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya untuk memberantasnya telah 

ditempuh dengan perubahan perundang-undangan di bidang korupsi. Sejarah 

penanggulangan korupsi di Indonesia, dapat dilihat dari ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan antara lain :

2 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1988, 
'rim. 118.
3 Subekti, “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan”, dikutip oleh Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, 
Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm .49.
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 419, 420, 423, 425

2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor 

Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958

3. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang- 

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

7. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi.

Akan tetapi banyaknya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

ternyata tidak mampu mengurangi Tindak Pidana Korupsi. Berbicara mengenai 

pemberantasan korupsi , berarti melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

penegagkan hukum yaitu :

1. Faktor hukum sendiri

2. Faktor penegagkan hukum

3. Faktor sarana dan fasilitas

1
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4. Faktor masyarakat

5. Faktor kebudayaan 4

Tindak pidana Korupsi adalah tindak pidana yang sulit untuk ditanggulangi 

diberantas . Selain sulit pembuktianya juga perbuatanya juga mengalami 

perkembangan dan dinamikanya sendiri baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, 

terutama dari segi pelaku dan modus operandinya yang semakin sulit dijangkau oleh 

hukum. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa 

melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, dan penanganannya juga harus 

dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.

Terhadap fakta sulitnya uang negara dikembalikan dari korupsi dan semakin 

berkembangnya karakteristik korupsi itu sendiri, maka eksistensi hukum sebagai 

payung pemberantasan korupsi mutlak diperlukan. Selama ini pemulihan kebocoran 

keuangan Negara akibat korupsi amat sulit. Uang Negara yang berhasil dikembalikan

maupun

presentasinya sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah uang Negara yang

dikorupsi.

Tahun 2004 terungkap 153 kasus korupsi, 2005 terungkap 125 dan 2006 
terungkap 166 kasus. Dari 166 kasus korupsi di tahun 2006, kerugian negara 
mencapai Rp 14,4 triliun. Ini lebih besar dibandingkan tahun 2005 dan 2004, 
Tren korupsi di sektor pemerintahan menempati peringkat pertama. Diikuti 
perhubungan dan transportasi serta perumahan dan pertanahan.5

4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegagkan Hukum. Rajawali Pers Jakarta 
1983, hlm.5.
5 htp.V/www.pikiran rakyat.com/ Kerugian Akibat Korupsi Melonjak, diakses tanggal 2 April 2007.

http://www.pikiran
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Mengenai kerugian Negara dapat kita temukan didalam Pasal 2 dan Pasal 3

Undang-undang Nomor .20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memoerkava di r. 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara, dipidana.... ”

Bagian Inti Pasal 2 ayat (1) adalah :

1. melawan hukum

2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

3. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara6

Rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangnan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara... ”

Bagian inti Pasal 3 adalah :

1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi;

2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan;

3. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.7

6 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional PT 
RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2004, hlm. 122.
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dalam tindak pidana korupsiKerugian Negara merupakan salah satu 

yang sering menimbulkan masalah disebabkan pengertian keuangan Negara yang 

sangat luas karena penentuan kerugian Negara bersifat grey area sehingga

unsur

menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda.

Salah satu kasus yang terkait dengan situasi tersebut adalah mengenai kasus

bebasnya E.C.W Neloe Mantan Direktur Utama Bank Mandiri oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan . mengingat sebelumnya jaksa menuntut dengan 

pasal korupsi karena pemberian kredit bridging loan ( kredit talangan ) Rp. 160 miliar

dan kredit investasi US $ 18,5 juta kepada PT. Cipta Graha Nusantara. Dalam kasus

ini ada tiga delik utama yang didakwakan jaksa. Pertama, perbuatan melawan hukum;

kedua menguntungkan diri sendiri, atau korporasi; dan ketiga, dapat merugikan

keuangan Negara. Unsur delik pertama dan kedua sudah terbukti tetapi pada unsur 

ketiga soal keuangan Negara belum ada dari keterangan saksi. ” Saat membuktikan 

unsur “perbuatan melawan hukum”dan “memperkaya orang lain”, hakim 

menggunakan undang-undang Korupsi. Tetapi dalam hal menafsirkan unsur “dapat 

merugikan keuangan Negara” hakim menggunakan Undang-undang Perbendaharaan 

Negara.”8

7 Ibid, hlm.193.
8 "Di Selatan Mereka Bebas”, Majalah Tempo, Edisi 27 Februari-5 Maret 2006, hlm.100.
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Unsur memperkaya diri sendiri atau merugikan keuangan Negara memang 

erat kaitannya dengan masalah keperdataan, namun “unsur melawan hukum’ sifatnya 

publik yang menunjukan perbuatan pidana yang bertentangan dengan kepentingan 

publik yang diancam dan dijatuhi hukuman pidana.

Banyak sekali kasus korupsi yang terpenuhi ”unsur perbuatan melawan 

hukumnya, namun “unsur kerugian negaranya” sulit dibuktikan.

Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU korupsi, baik yang lama

yaitu UUD no.3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No.31 tahun 1999 jo UU

no.20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus

korupsi.diganti oleh pelakudikembalikan atau

Menurut UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, pengembalian

kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu 

instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik 

dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum 

dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrument perdata dilakukan oleh Jaksa 

Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi 

(tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). 

Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan 

mudah.

9 Amir Syamsuddin, " Pendekatan Hukum Perdata dalam Peradilan Kasus Korupsi di Indonesia" 
Newsletter, No .66 , September 2006, hlm.7.
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Dengan disediakannya dua instrumen untuk memulihkan kerugian keuangan 

akibat korupsi, yaitu instrumen pidana dan perdata. Maka timbul 

permasalahan mengenai “Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat 

Tindak Pidana Korupsi” dari uraian permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba 

untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul “ 

MEKANISME PENGEMBALIAN ktRUGiAN KEUANGAN NEGARA 

Akl&AT f iNbAK PIDANA kORUtel

negara

B. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang

diajukan menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

“ Bagaimanakah Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Akibat Tindak Pidana Korupsi ? ”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis 

adalah sebagai berikut:

“ mengetahui bagaimanakah mekanisme pengembalian kerugian keuang 

negara akibat Tindak Pidana Korupsi.”

an
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2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

L Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi 

pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai mekanisme 

pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan 

masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan mekanisme pengembalian kerugian keuangan 

negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

D. Metode Penelitian

J. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini merupakan penelitian 

Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, menurut 

Soeijono Soekanto dan Sri Mahmudji dalam bukunya yang beijudul 

“Penelitian Hukum Normatif’ yang dimaksud dengan penelitian normatif 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan perpustakaan 

sebagai data sekunder. 0 Penelitian terhadap asas-asas hukum tentang

Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Rajawali Pers, Jakarta, 2001, 
hlm.13-14.
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keberlakukan hukum positif tertulis dan kaedah-kaedah hukum yang hidup 

khususnya yang mengatur masalah mekanisme pengembalian kerugian 

keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

2. Jenis Data

a. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan pustaka atau data

sekunder.

b Sumber data diperoleh dari data sekunder atau bahan-bahan yang

dikumpulkan dari pustaka atau literatur.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif

maka data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum Primer yaitu baham hukum yang mengikat, dimana dalam 

penelitian ini terdiri dari KUHP, KUHAP, Undang-undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Keuangan negara, Undang-undang 

Perbendaharaan Negara, Undang-undang Ekstradisi, Undang-undang 

hubungan timbal balik, dan Yurisprudensi.

Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain : Asas-asas hukum, 

teori-teori hukum.

b. Bahan



11

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti

kamus, ensiklopedia, Internet, Majalah.

4. Ruang Lingkup

Dalam hal ini penulis hanya membatasi pembahasan mengenai

mekanisme pengembalian kerugian negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

Karena pada kenyataannya Undang-undang ini tidak dapat memberikan

contoh konkret mengenai hal tersebut, sehingga penulis lebih

menspesifikasikan skripsi ini dalam ilmu pengetahuan dan Undang-undang.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menerangkan 

dan menjelaskan suatu keadaan sebagai jawaban dari permasalahan dan 

menguraikan kedalam bentuk kalimat yang selanjutnya dapat ditarik 

. konklusi.
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